
emerintahan baru Indonesia yang dipimpin oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Nasional
Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 Desember 2004. Pencanangan
ini bertepatan dengan peringatan Hari Pemberantasan Korupsi
Intemasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pada saat itu, Presiden juga telah menandatangani Inpres Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Presiden Susiio Bambang Yudhoyono meaegaskan, korupsi
harus diberantas dengan cara-cara luar biasa karena tindakan yang
luar biasa tersebut telah terjadi hampir di semua bidang. "Korupsi
yang merupakan tindakan kejahatan harus diberantas dengan cara-
cara luar biasa," katanya di Istana Negara, Iakarta (Suara Karva).

Inilah Gerakan 100 hari dari pemerinrahan yang baru Republik
Indonesia, salah satunya adalah wujud nyata dalam pemberantasan
korupsi.

Buku yang berada di hadapan pembaca ini merupakan hasil
studi seorang pakar hukum pidana yang membahas tentang
perbandingan pemberantasan korupsi di berbagai negsra seperti
Australia, Hongkong, Malaysia, Singapura, Thailand, dan bagaimana
pula prospek pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan
korupsi di berbagai negara tersebut didukung oleh badan atau lembaga
pemberantasan korupsi yang independen misalnya Independent
Conmission Against Corruption (ICAC), Australia dan Hongkong;
Badan Pencegah Rasuah (BPR), Malaysia; Corrupt Practices
I nr e st ig<ttion^,Bu reau \CPIB),Singapura; dan Couae r Cor r uption
Contmission (CAIC), Thgllpd" Ygg tidak kalab,pentingnya adalah
di samping badaq, .XElit&f&BiiGsan konrpii ini, nelara-negara
tersebut memplg5d@tsqppernberanusan konrpsi yang mumpuni
yang dapat dija&- an-mfuftan bagi peraturan pemberantasan korupsi
di Indonesia. . .'..-;

Begitu pe-nljngnya buku ini, tidak hanya m{hasisw:
melainkan para:,praktisi.hukum, peneliti, pengamdt atau p
hukum, dn*.maSlarakat luas dapat memilikinya sebag
perbandingan pemberantasan korupsi di Indonesia.
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